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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Subang, disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Kabupaten Subang, disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal
26 November 2020 dengan register perkara Nomor 4199/Pdt.G/2020/PA.Sbg,
telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Subang
sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK
32104650005, tanggal 11 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

2. Bahwa pada tanggal 07 September 1978, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang sebagaimana ternyata dari Buku

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Nomor 2019

tertanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suamiistri di rumah kediaman bersama;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah

berjalan selama 42 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai keturunan 2 orang

anak yang masing-masing bemama : Yati Rohayati berusia 37 tahun dan

Santi Ratnanengsih berusia 28 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan

bahagia, namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar dan tanpa
ada alasan yang jelas, bahkan Tergugat seringkali pulang kerumah
ketika menjelang subuh, bahkan Tergugat marah apabila Penggugat
memberikan nasehat, padahal Penggugat memberikan nasehat untuk
kebaikan rumah tangga,;

b. Selain itu, setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat mendapat
kabar bahwa Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita lain;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, yang berakibat Tergugat pergi

meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi

sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 3 bulan;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah

kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri Sirri

Tergugat;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan

sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat

beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak

ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat,
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sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap
dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang
berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat
bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Subang;

10. Bahwa Penggugatsanggup membayar biaya perkara,;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan
Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya
yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut
hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat
menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut pada tanggal 30 November 2020 dan tanggal 08 Desember 2020
dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 4199/Pdt.G/2020/PA.Sbg, dan
ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat,
namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat gugatan Penggugat
yangisinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan
dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat—alat bukti surat

berupa:
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. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Suneng), NIK:

3213150005 tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat)

dengan Tergugat (Tergugat), Nomor 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, tanggal 18 Oktober
2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi, yaitu:
1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

Kabupaten Subang;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan
Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibogo Kabupaten
Subang;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama
membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bemama Yati Rohayati dan Santi
Ratnanengsih;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak bulan Juli 2019
disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar
dan tanpa ada alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering pulang ketika
menjelang subuh, Tergugat marah apabila Penggugat memberikan
nasehat dan setelah Tergugat pergi dari rumah, terdengar kabar bahwa

Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 11 hal. Ptsn.No.4199/Pdt.G/2020/PA.Shg

Halaman 4



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
semenjak bulan Agustus tahun 2020, karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai
sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan

Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

Kabupaten Subang;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan
Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibogo Kabupaten
Subang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama
membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bemama Yati Rohayati dan Santi
Ratnanengsih;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak bulan Juli 2019
disebabkan Tergugat sering pergi keluar umah dan pulang menjelang
subuh, ketika ditanya marah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
semenjak bulan Agustus tahun 2020, karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai
sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjuinya Penggugat menerangkan sudah tidak akan

mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal
selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagai manatersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar
dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak bulan Juli 2019 karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar dan tanpa ada alasan yang jelas,
bahkan Tergugat seringkali pulang kerumah ketika menjelang subuh, bahkan
Tergugat marah apabila Penggugat memberikan nasehat, padahal Penggugat
memberikan nasehat untuk kebaikan rumah tangga, setelah Tergugat pergi dari
rumah, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah secara
sirri dengan wanita lain akibat dari hal tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah

tangga lagi sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alatbukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempuma dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama
Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempuma dan mengikat,
oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat,
sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah
fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang
saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, disebabkan
Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar dan tanpa ada
alasan yang jelas, sering pulang kerumah ketika menjelang subuh dan
Tergugat marah apabila Penggugat memberikan nasehat;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) bulan dan
tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun,
namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa
cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin
adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam
hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (broken
marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat;

3. Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan

Agustus tahun 2020 dan sejak saat itu tidak hidup bersama lagi sebagai
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suami istri, di mana menurut yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islamyang terkandung dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) :

of

8350 a0 Cean s Leall 1530 551 28l (e &0 (1A (1 45T (e

0528 o A A b 3 ) A

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan

Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana

dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan

Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba’in

sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat

2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang
berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga Kini
dihitung sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin,
tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir
1442 Hijriyyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Subang yang terdiri dari Dede
Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Esib Jaelani,
M.H. serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
oleh Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti. Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya

Tergugat.
Ketua Majelis,
ttd.
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
T
t
Drs. Esib Jaelani, M.H. Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

tt
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Perincian Biaya:
1. Pendaftaran

2. Proses

3. Panggilan

4. PNBP Panggilan
5. Redaksi

6. Meterai

J

umlah

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp270.000,00
Rp20.000,00
Rp10.000,00
Rp6.000,00

Rp386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enamribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinyaoleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG
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Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.
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